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P U T U S A N 

Nomor 0425/Pdt.G/2015/PA.Tbh 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, 

pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Propinsi, 

(depan SMP), Desa Pulau Palas, Kecamatan 

Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, 

sebagai Penggugat; 

m e l a w a n 

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, 

pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. 

Propinsi, (depan SMP), Desa Pulau Palas, 

Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten 

Indragiri Hilir, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut. 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut. 

DUDUK PERKARANYA 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal  

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari 

Selasa tanggal 04 Agustus 2015 dengan register perkara Nomor 

0425/Pdt.G/2015/PA.Tbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai 

berikut : 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 

tanggal 16 April 1990 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, 

Disclaimer
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sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 017/17/IV/1990, tertanggal 

16 April 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis 

sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), telah dikaruniai lima 

orang anak, bernama : 1. ANAK I, umur 24 tahun. 2. ANAK II, umur 21 tahun. 

3. ANAK III, umur 17 tahun. 4. ANAK IV, umur 12 tahun. 5. ANAK V, umur 5 

tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat; 

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan 

Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah 

orang tua Penggugat di Kelurahan Tembilahan Hulu selama 1 tahun, setelah 

itu tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir 

Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakkan di Desa 

Pulau Palas;; 

4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2000 kehidupan rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : 

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat 

karena Tergugat malas bekerja  tidak punya pekerjaan tetap; 

b. antara Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda pendapat; 

c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah menjalin 

hubungan cinta/selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat 

terjadi pada bulan Juli tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak 

pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri; pada alamat 

sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah 

tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun, selama berpisah tersebut antara 

Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi 

tidak berhasil; 

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat 
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tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan 

Tergugat; 

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar 

Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, 

agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan 

putusan sebagai berikut : 

PRIMAIR : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera 

Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut 

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah 

dilaksanakannya pernikahan tersebut; 

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR : 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang 

menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap. 

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan 

Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka 

Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya 

mohon penetapan. 
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Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses 

pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi 

dilanjutkan. 

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara 

persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari penetapan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas. 

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati 

Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat 

dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka 

untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 

maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini. 

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi 

perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam 

membina rumah tangganya. 

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan 

Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat 

menyatakan mencabut gugatannya .  

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak 

melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula 

Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena 

itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat 

untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan. 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat 

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai. 

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan 

setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam 

perkara ini harus diperhitungkan.  

 Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan 

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah 
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diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.  

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan 

dengan perkara ini. 

M E N G A D I L I 

1. Membatalkan perkara Nomor 425/Pdt.G/2015/PA.Tbh .;  

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara; 

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);  

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 02 

Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1437 H., oleh 

Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H sebagai ketua majelis, YENI KURNIATI, S.H.I dan 

FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga 

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan 

dibantu oleh AMIR JAYA, S.H.I, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat 

tanpa dihadiri Tergugat. 

 

Hakim Anggota, 

Ttd. 

YENI KURNIATI, S.H.I. 

Ttd. 

FATHUR RIZQI, S.H.I 

Ketua Majelis, 

Ttd. 

Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H. 

 Panitera Pengganti, 

Ttd. 

AMIR JAYA, S.H.I 
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Perincian biaya : 
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 
-  Proses : Rp 50.000,00 
-  Panggilan : Rp 400.000,00 
-  Redaksi : Rp 5.000,00 
-  Meterai : Rp 6.000,00 
J u m l a h : Rp 491.000,00 
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
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